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LAYANAN (SERVICE LEVEL AGREEMENT)
DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA

JASA BANDAR UDARA
(Peraturan Menteri Perhubungan R.| Nomor PM 129 Tahun 2015,

tanggal 26 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan
di Bandar Udara, perlu diatur mengenai Perjan-
jian Tingkat Layanan (Service Level Agreement)
dalam pemberian‘layanan kepada pengguna jasa
bandar udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman
P‘enyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service'
Level Agreement) dalam pemberian layanan ke-
pada pengguna jasa bandar udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
tentang Permbangunan dan Pelestarian Lingkun-
gan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5295}; ' -

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan {Lembaran Nega-
ta Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan sebagaimana telah di-
ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No-
mor PM 68 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56
Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di
Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Namor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN TINGKAT
LAYANAN (SERVICE LEVEL AGREEMENT) DALAM
PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA
BANDAR UDARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara
dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi
keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketert-
ipan arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang,
kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra
dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertum-
buhan ekonomi nasional dan daerah.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin -atau alat
yang dapat terbang di atmosfer karena gaya ang-
kat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digu-
nakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat
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7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/
KMK.01/2008 tentang Peiimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon | Di Lingkungan Kemen-
terian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Kepu-

tusan Menteri Keuangan;

Memperhati.kan:
Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/201 1;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI
KURS SEBAGA! DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 JANUARI 2016
SAMPAI DENGAN 19 JANUARI 2016.

PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelu-
nasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku
untuk tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 19
Januari 2016, ditetapkan sebagai berikut :
1. Rp 13.926,00

Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
Rp 9.792,34

2. Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 9.871,27 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 2.027,88 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.795,11 Untuk Dolar Hongkong {HKD} 1-
6. Rp 3.174,85 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.202,46 Untuk Dolar Selandia Bary (NZD) 1-
8. Rp 1.664,49 Untuk Kroner Norwegia {NOK) 1-
9. Rp 20.320,78 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.700,46 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
i1. Rp 1.632,96 Untuk Kroner Swedia {SEK) 1-
12. Rp 13.934,04 Untuk Franc Swiss {CHF} 1-
13. Rp 11.808,}9 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
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14. Rp 10,72 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 208,63 Untuk Rupee India (INR) 1

16. Rp 45.804,98 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 132,75  Untuk Rupee Pakistan [PKR) i-
18. Rp 295,68 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.708,25 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 96,78 Untuk Rupee Sri Lanka {LKR} 1=
21. Rp 384,11 Untuk Baht Thailand {THB) 1

22. Rp 9.706,82
23. Rp 15.129,95
24. Rp 2.120,23
25, Rp 11,62

Untuk Delar Brunei Darussatam (BND) 1.
Untuk Euro Euro (EUR) 1-
Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
Untuk Won Korea (KRW) 1-

KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak
tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs
yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs
spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar

_internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang
berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan
dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
'sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaky
untuk tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 19
Januari 20186.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2016
a.n. MENTERI KEUANGAN
Pit. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

(BN )
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10.

11.

12.
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dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar
muat barang, dan tempat pérpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerban-
gan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya.

Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang
digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lemba-
ga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak
sebagai penyelenggara Bandar Udara yang mem-
berikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk
Bandar Udara yang belum diusahakan secara
komersial.

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya
mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan

Indonesia berbentuk perseroan

umum.

Perjanjian Tingkat Layanan {Service Level Agree-
ment) adalah kesepakatan akan layanan yang
diberikan dan diterima antara penyedia layanan
dan pengguna layanan sebagaimana dituangkan
dalam dokumen kontrak.

Pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang
yang menikmati pelayanan jasa bandar udara.
Pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan
kerja dengan bandar udara adalah Badan Usaha
Angkutan Udara, penyedia layanan jasa terkait
bandara, penyedia layanan jasa kebandarudara-
an, dan penyedia layanan jasa navigasi penerban-
gan.

Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didiri-
kan berdasarkan hukum Negara Republik Indo-
nesia dalam bentuk badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, perseroan terbatas
atau koperasi

Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan
penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Per-
hubungan Udara.

BAB I
KEGIATAN PENGUSAHAAN DAN
PELAYANAN TERHADAP PENUMPANG
DI BANDAR UDARA
Pasal 2

Kegiatan pengusahaan di bandar udara terdiri
atas: -
a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 3
Pelayanan jasa kebandarudaraan sehagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa
pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan
pos yang terdiri atas penyediaan dan/ atau pengem-
bangan:

a. fasilitas untuk kegtatan pelayanan pendaratan,
lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan
Pesawat Udara;

b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan pen-
umpang, kargo dan pos;

c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi lim-
bah buangan; dan '

d. Jahan untuk bangunan, lapangan dan industri
serta gedung atau bangunan yang berhubungan
dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 4
Pelayanan jasa terkait bandar udara seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
operasi pesawat udara di bandar udara;
b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
penumpang dan barang;
c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi
pengusahaan bandar udara.

Pasal b
(1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayan-
an operasi pesawat udara di bandar udara seb-
agaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, terdiri
atas:
a. penyediaan hanggar pesawat udara;
perbengkelan pesawat udara;
pergudangan;
katering pesawat udara;
pelayanan teknis penanganan pesawat udara
di darat (ground handling);
pelayanan penumpang dan bagasi;
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penanganan kargo dan pos;
h. depo pengisian bahan bakar pesawat udara
(DPPU).
(2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan

w




(3)

penumpang dan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. penyediaan penginapan/hotel dan transit ho-
tel;

penyediaan toko dan restoran;

penyimpanan kendaraan bermotor;

pelayanan kesehatan;

perbankan dan/atau penukaran uang; dan

. transportasi darat.

Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi
pengusahaan bandar udara sebagaimana dimak-
sud pada Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
penyediaan fasilitas perkantoran;

penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan;
penyediaan fasilitas olah raga;

penyediaan fasilitas pengelolaan limbah;
pengisian bahan bakar kendaraan bermotor;
periklanan; dan

jasa lainnya yang secara langsung atau tidak
langsung terkait dengan kegiatan bandar uda-
ra.

roao0cmo
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Pasal 6
Dalam melaksanakan pelayanan jasa keban-

darudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Badan Usaha Bandar Udara wajib:

a.

memiliki sertifikat bandar udara atau register ban-
dar udara;

menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik op-
erasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar
Udara;

menyediakan personel yang mempunyai kompe-
tensi untuk perawatan dan pengoperasian fasili-
tas Bandar Udara;

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel yang merawat dan mengoperasikan
fasilitas Bandar Udara;

menyediakan dan memperbarui setiap prosedur
pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar
Udara;

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan oleh Menteri;

menyediakan fasilitas kelancaran lalulintas perso-
nel pesawat udara dan petugas operasional;
menjaga dan meningkatkan keselamatan, ke-
amanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar
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Udara;

menjaga dan meningkatkan keamanan dan keter-
tiban Bandar Udara;

memelihara ketestarian lingkungan;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-un-
déngan:

melakukan pengawasan dan pengendalian se-
cara internal atas kelaikan fasilitas Bandar Udara,
pelaksanaan prosedur perawatan dan gengopera-
sian fasilitas bandar udara, serta kompetensi per-
sone! bandar udara; ;

menyerahkan laporan kinerja keuangan yang
telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaf-
tar yang sekurang-kurangnya memuat neraca,
laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, se-
tiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun
berikutnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan
Usaha Bandar Udara;

mempertahankan kinerja keuangan sekurang-
kurangnya pada kondisi keuangan pada saat
pertama kali izin diberikan oleh Direktur Jen-
deral;

melaporkan apabila terjadi perubahan penang-
gung jawab atau pemilik badan usaha bandar
udara, domisili badan usaha bandar udara dan
kerjasama dengan badan hukum
pelayanan jasa kebandarudaraan kepada Direk-
tur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;
dan

memberikan laporan secara berkala kepada Direk-
tur Jenderal dan Otoritas Bandar Udara.

lain dalam

BAB Il

PERJANJIAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL

(1)

AGREEMENT) DALAM PEMBERIAN LAYANAN
KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA
Pasal 7

Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa bandar udara sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 huruf f, Badan Usaha Bandar Udara Waijib
menyediakan fasilitas untuk pelayanan operasion-
al paling sedikit 70 %, dan fasilitas untuk pelay-
anan komersial paling banyak 30 % dari total luas
terminal penumpang dikurangi ruang sirkulasi dan
utilitas bangunan sebesar 20 %. :
Fasilitas untuk pelayanan kemersial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Tempat perbelanjaan (duty free);
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b. tempat makan dan minum;:

C. pelayanan kenyamanan penumpang sep-
erti bank/atm, tempat penukaran uang, CIP
Lounge, perkantoran, spa dan massage room,

dan sebagainya.

Pasal 8

(1) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7, Badan Usaha Bandar
Udara berkoordinasi dan berkclaborasi dengan
pengguna jasa bandar udara yang memiliki ika-
tan kerja dengan bandar udara yang dituangkan
dalam bentuk Perjanjian Tingkat Layanan (Service
Level Agreement) Perjanjian Tingkat Layanan

(Service Level Agreement) sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) paling sedikit memuat:

a. Pedoman Dasar;

b. Pihak yang Menandatangani Perjanjian;

c. Bentuk Layanan yang Dijadikan Sebagai Ben-
tuk Perjanjian;

d. Standar pelaksanaan layanan (performance

standard);

Hal-hal lain yang disepakati;

Jangka Waktu;

Penilaian dan Pelaporan;

& e

Hak dan Kewajiban para pihak;
Kompensasi; dan
Keadaan Kahar (Force Majeure).

—n

Pasal 9

Pedoman dasar sebagaifnana dimaksud
padapasal 8 huruf a merupakan ruang lingkup dan
latar belakang dibuatnya perjanjian tingkat layanan
latar be-

tersebut, termasuk didalamnya meliputi

lakang, maksud, tujuan dan dasar hukum.

Pasal 10
Pihak yang menandatangani perjanjian seb-
agaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b dibuat oleh
para pihak antara lain:

a. Badan Usaha Bandar Udara dengan Pengguna
Utama Jasa Bandar Udara (Badan Usaha Angku-
tan Udara);

b. Badan Usaha Bandar Udara (BUBU} dengan Pe-
nyedia Layanan Jasa Terkait Bandar Udara;
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¢. Badan Usaha Bandar Udara dengan Penyedia Lay-
anan Jasa Kebandarudaraan; dan

d. Badan Usaha Bandar Udara dengan Penyedia Lay-
anan Navigasi Penerbangan.

Pasal 11
Bentuk Layanan yang Dijadikan Sebagai Ben-
tuk Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 8
huruf ¢ merupakan bentukfioentuk layanan untuk
menjamin terlaksananya pelayanan jasa kebandaruda-
raan dan jasa terkait bandar udara.

Pasal 12
Standar pelaksanaan pelayanan sebagaimana
dimaksud pasal 8 huruf d sebagai standar besaran
yang disepakati sebagai acuan (key performance driv-
ers) yang menjadi indikator dalam Perjanjian Tingkat
Layanan (Service Level Agreement).

Pasal 13
Hal-hal lain yang disepakati sebagaimana di-
maksud pada pasal 8 huruf e merupakan hal-hal tam-
bahan yang perlu disepakati oleh kedua pihak antara
lain:

a. toleransi atas besaran kapasitas yang disepakati
karena keadaan tertentu yang menyebabkan tu-
runnya nilai tingkat pelayanan;

b. toleransi terhadap keadaan tertentu yang dise-
babkan oleh budaya setempat;

c. skala tolak ukur.

Pasal 14
Jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf f menjelaskan kapan waktu perjanjian
dibuat, dan masa berakhirnya perjanjian termasuk
Waktu tinjau ulang dari Perjanjian Tingkat Layanan
{Service Level Agreement).

Pasal 15
{1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha Ban-
dar Udara berdasarkan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pelaparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
huruf g dilaksanakan oleh pengguna jasa handar
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udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar
udara. :

Pasal 16
Hak dan Kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf h merupakan hal-hal
yang harus didapat dan dipenuhi oleh Badan Usaha
Bandar Udara dan Pengguna Jasa Bandar Udara yang
memiliki ikatan kerja dengan bandar udara.

Pasal 17
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf i merupakan ganti rugi yang harus dilak-
sanakan atas ketidaksesuaian performance layanan.

Pasal 18
{1} Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana di-
maksud pada pasal 8 huruf j merupakan kondisi
luar biasa yang mengakibatkan para pihak tidak
dapat melaksanakan kewajibannya.
{2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). antara lain perang, pemberontakan,

pemogokan, kerusuhan, dan bencana alamn.

BAB IV
MAKLUMAT PELAYANAN
Pasal 19

{1} Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 7, Badan Usaha Bandar
Udara Wajib menyusun dan melaksanakan makiu-
mat pelayanan.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kesanggupan dan kewajiban
Badan Usaha Bandar Udara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan.

{3) Maklumat pelayanan waijib dipublikasikan ‘secara
jelas dan luas.

Pasal 20
Maklumat pelayanan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 19, disusun sesuai dengan format
maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari per-

aturan ini.

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

(1)

(2)

{3)

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 21
Maklumat pelayanan Sebagaimana dimaksud

dalam pasal 19, wajib dilakukan pengawasan.

Pendawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
a. Audit
b. Inspeksi

¢. Pemantauan

d. Pengamatan ;

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 butir a dilaksanakan oleh Direktur Bandar Udara
paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 butir b dilaksanakan oleh Kepala Kantor Otori-
tas Bandar Udara paling sedikit satu tahun sekali.
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat |
2 butir ¢ dan d dilaksanakan oleh Direktur Bandar
Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
setiap saat sesuai dengan hasil audit dan ins-
peksi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22
Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

19 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan

b. Denda

c. Larangan penyesuaian tarif

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir

a berupa:

a. Peringatan pertama dengan jangka Waktu pe-
menuhan tiga bulan

b. Peringatan kedua dengan jangka waktu pe-
menuhan dua bulan

c. Peringatan ketiga dengan jangka Waktu pe-
menuhan satu bulan

Apabila setelah satu bulan peringatan ketiga

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c

tidak ditindaklanjuti, dikenakan sanksi denda

sebesar 3 (tiga) bulan PJP2U dan disetorkan ke

kas negara.




{4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, dikenakan la-
rangan penyesuaian tarif selama b (lima) tahun.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Direktur Jenderal melakukan pengawasan ter-
hadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan ke-
pada Menteri.

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1289

nesia.
LAMPIRAN
MAKLUMAT PELAYANAN
“Dengan ini, Kami Badan Usaha Bandar Udara .............. sanggup menyelenggarakan pelayanan bandar

...{Lokasi} ...... .

(NAMA

udara sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

- Add/Innifyy] ...

<eeeeeenn. (Kepala Pengelola Bandar Udaral........

LENGKAP)

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK

INDONES!A,
ttd

IGNASIUS JONAN

(

BN )




